
RISALAH

' RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : t6 dan 18 Oktober 2019

TENTANG

PERSETUruAN RANCANGAN PERATURAN DPRD
MENJADI PERATURAN DPRD TENTANG

KODE ETIK DAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANU
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194



DEWAN PERWAKITAN RAIffAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

ft. P. Diponegoro No.BB Telp. (0295) 69LL94 Kode PosS92aZ
REMBANG

RISALAH

PARIPURNADPRD (I)
TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG

KODE ETIK DAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

Hari
Tanggal

Waktu
'Iempat

Rabu
16 Oktober 2019

10.00 wIB.

Gedung DPRD KabuPaten Rembang

I.

II.

III.

JBNIS RAPAT : RaPat PariPurna

STFAT RAPAT : Terbuka

ACARA RAPAT:

l. Pembukaan;

2. Lapofan Badan Kehormatai atas

tentang Kode Etik dan Rancangan

B er acar a B adan Kehorm atan;

3. Penutup.

DPRD Kabupaten Rembang
"
iii

Rancangan Peratuian DPRD

Peraturan DPRD tentang Tata

IV. PIMPINAN RAPAT

l. Nama : H. Majid Kamil MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. DruPodo, M'Si'
2. labatan : sekretaris DPRD Kabupaten Rembang t

it



VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraski Kebangkitan Bangsa

3. Fraksi Nasional Demokrat

4. Fraksi PDI Perjuangan

5. Fraksi Demokrat Hanura

6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera

Jumlah

\TfI. ANGGOTA YAI{G TIADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraski Kebangkitan Bangsa

3. Fraksi Nasional Demokrat

4. Fraksi PDI Perjuangan

5. Fraksi Demokrat Hanura

6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera

Jumlah

VIil. ANGGOTA YANG TIDAK IIADIR

l. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraski Kebangkitan Bangsa

3. Fraksi Nasional Demokrat

4. Fraksi PDI Perjuangan

5. Fraksi Demokrat Hanura

6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera

: 10 orang

: 8 orang

: 8 orang

: 6 orang

: 6 orang

:7 orung

: 45 orang

: 8 orang

: 8 orang

:7 orang

:2 orang

: 4 orang

: 4 orang

33 orang

2 orang

- orang

- orang

5 orang

2 orang

3 orang

Jumlah

JALANNYA RAPAT
PIMFiNAN RAP,q.T : fi. Majid Kamii.MZ

: t2 orang

rx.



LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu' ulaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

,"

Rekan-rekan PimpinandanAnggota DPRD

Kabupaten Rembang.

Sekretaris DPRD beserta Staf.Yang saya hormati

Mengawali rapat paripurna ini, marilah senantiasa kita panjatkan puja

dan puji serta syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atasnikmat

dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini Rabu

tanggal I 6 Oktober 2019, kita dapat berkumpul untuk melaksanakan rapat

paripurna dalam rangka membahas RancanganPeraturan DPRD tentang Kode

Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan.

Rapat Dewan yang terhormat,

DPRD sebagai unsur penyelen ggara pemerintahan daerah, dituntut

memiliki komitmen politik, moralitas dan profesionalitas yang tangguh.

Komitmen tersebut semakin dirasa penting sebagai upaya untuk terwujudnya

DPRD yang kuat, produktif, terpercaya, dan berwibawa dalam pelaksanaan

fungsi anggaran, pembentukan perda dan pengawasan. Sebagai wakil rakyat

yang memiliki derajat yang cukup mulia dan terhormat, harus diimbangi

dengan komitmen dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan dan

dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, masyarakat

dan konstituennya.

Oleh karena itu, DPRD perlu memiliki landasan etik dan filosofis yang

mengatur perilaku dan ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang

atau tidak pantas untuk dilakukan. Untuk melaksanakan tugas konstitusional

tersebut, maka perlu disusun kode etik yang bersifat mengikat serta wajib

dipatuhi oleh setiap anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya selama di



dalam ataupun di luar gedung demi menjaga martabat, kehormatan, citra, dan

kredibilitas lembaga DPRD.

Disamping DPRD mempunyai kedudukan sebagai wakil rakyat, DPRD

juga harus bisa mengatur langkah, sikap, dan perbuatan di internal kedewanafl,

sehingga Badan Kehormatan di DPRD memerlukan adanya ketentuan yang

akan menjadi dasar dan pedoman dalam rangka menangani pengaduan atau

laporan atas dugaan pelanggaran terhadap peraturan Tata Tertib DPRD dan

Kode Etik serta Sumpah/Janji Anggota DPRD.

Rapat Daoan Yang terhormat,

Pada Pasal 114 ayat (1) huruf C Peraturan DPRDNomor 1 Tahun 2019

tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dijelaskan bahwa " Rapat

Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari %( satu perdua )

jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat untuk

mengambil persetujuan atas hak angket, hak menyatakan pendapat,

mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian kepala daerah dan atau

wakil kepala daerah, memberhentikan pimpinan DPRD,

sertauntukmenetapkan peraturan daerah dan APBD ".

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten

Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, Yang hadir

secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 33 orang.

Dengan demikian, kuorum rapat paripurna hari ini telah terpenuhi dan dapat

kita lanjutkan.

Selanjutnya dengan mengucap '6Bismillahirrohmanirrohim" tepat

pukul 12.00 WfB, Rapat Paripurna dalam rangka membahas Rancangan

Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan

saya nyatakan dibuka.

( Ketuk palu 3 kali )



Rupat Dewan yang terhormut,

Sebelum berlangsung ke acara pokok, terlebih dahulu akan saya

bacakan susunan acara yang menjadi agenda rapat paripurna hari ini adalah

sebagai berikut :

1. Pembukaan;

2. Laporan Badan Kehormatan atas Rancangan Peraturan DPRD tentang

Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara

Badan Kehormatan;

3. Penutup.

RapatDewan y ang terhormat,

Marilahkitamasukiacarakedua, yang merupakan agenda pokok dalam

rapatparipurnahariiniyaitulaporan Badan Kehorm atan atas Rancangan

peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD tentang

T ata B eracara B adan Kehorm atan.

Kepada Ketua Badan Kehormatan atau yang mewakili, waktu dan

tempat disilahkan.

=::_ LAPORAN BADAN KEHORMATAN-=::

Terimakasih Sau daraH. Ghofar Ismail, S.Pd. atas penyampaian laporannya.

Rapat Dewan Yang terhormat,

Demikian tadi telah kita dengar dan ikuti bersama laporan Badan

Kehorm atan atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik maupun

Rancangan peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan. Dari

laporan ini, selanjutnya akan ditanggapi dengan pendapat dari masing-masing

fraksi yang penyusunannya dilaksanakan besuk pagi Kamis tanggal 17

Oktober 21lg, dan untuk penyampaiannya dilaksanakan pada hari Jum'at

tanggal 1g Oktober 2019 dalam rapat paripurna kedua membahas Rancangan



Peraturan DPRD tentang Kode Etik danTata Beracara Badan Kehorm atan.

Akhirnya, terimakasih atas perhatiannya, serta mohon maaf atas segala

kekurangan dalam pelaksanaan rapat paripurna ini. Dengan mengucap

"Alhamdulillahirobbil 'alamin 'o tepat pukul 12.10 WIB Rapat Paripurna

DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

( Ketuk palu 3 koli )

Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan saya

di dalam memimpin rapat hari ini.

Wassalaamu' alaikum Wr. Wb

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPAfEN NBI/INENG

SEKRETARIS,

Drs. DRUPODO. M.Si.
Pembina Utama Muda

MP. 19670421 199303 1009

KETUA,



LAMPIRAN: PARIPURNA DPRD ( I )TENTANG RANCANGAN
PERATURAN DPRD TENTANG KODE ETIK DAN
TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

: Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Rembang;

: Laporan Badan Kehormatan atas Rancangan
Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Rancangan

Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan

Kehormatan;



OAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA DFRD XMUPATEN REiTBANG

TERKAIT MNCANGAN PERATURAN DPRD KAB_UPATEN nel,rEnnro-#r'iro*e xooe EnK DAN TATA
BERACARA

HARI/TANGGAL : MBU, i6 OKTOBER 2019
PT KUL : iO.oO Vt tB

H,M, MURSYID, S.T.

RIZQIYAH PUTRIDWIANI

Drs. H. MUH. SUBAWOTO

HIDAYATUN NfKMAH, S. Pd.

H. SUPRIYADIEKO PRAPTOMO, S.E.

YATIN ABDUL ZAENAL

Ailnt rrki



DONNY KURNIAWAN, S.E' M.M.

H. GUNASIH, S.E

MUGIYARTO, S.T.

MOH NUR HASAN ,S.H.M.H.

PUJISANTOSO, S.P, M.H'

ANJAR KRISNIAWAN' S.T.

Keterangan :

1 l:liin
2 S: Sakit

3 C: Cuti

4 DL: Dinas Luar

DFRO'KABUPATEN REMBANG



DDWAN PERWAIilLAIT RAIffAT DAERATI
ITABI'PATBN REMBAI{G

JI. P. Diponegoro llo.88 Telp. (o295l Gglt:g* Kodo pos sg212
RETIBAITG

LAPORAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM
MENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG KODE ETIK DAN

RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA BERACARA
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN DPRD

KABUPATEN REMBANG

Assalaamu'alai.kum Wr. Wb.

Yang terhormat Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Yang saya hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta Staf.

Sebelum kami bacakan laporan hasil pembahasan dari Badan
Kehormatan pada hari ini, marilah sejenak kita memanjatkan puja dan puji
syukur kehadirat Alloh SWT, atas semua limpahan nilmah dan hidayah
serta kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi
kesempatan untuk melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten
Rembang dalam , keadaan sehat wal afiat tanpa aral suatu apa { Amiin ya
robbal alamin ).

Adapun pembahasan akan
berikut :

PENDATIULUAI{

kami sampaikan terlebih dahulu sebagai

1. Bahwa untuk meningkatkan kinerja DPRD Kabupaten Rembang perlu
disusun Peraturan DPRD tentang Kode Etik D4n Peraturan DPRD
tentang Tata Beracara Pelaksanaan T\rgas Dan Wewenang Bad.an
Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang sebagai pedoman dalam
menjalankan tugas;

2. Bahwa hasil penyusunan Peraturan DPRD tentang Kode Etik Dan
Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas Dan
Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang dilaporkan
oleh Badan Kehormatan sebagai Tim Penyusun pada Rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Rembang.

II. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlpng Pemerintahanan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tatrun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diufumh



III.

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Lzo Tahun 201gtentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam trtegeri Nomor g0
Tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum oae6h4. Peraturan DPRD Kabupaten xembang Nomor 1 Tahun zai.S tentangTata Tertib DPRD Kabupaten Rembanji

PELAKSANAAIT RAPAT

1. Rapat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang dalammenyusun Peraturan DPRD tentang Kode Etik Dan peraiu."r, DpRDtentang Tata Beracara pelaksanaan Tugas Dan w"*""Ls BadanKehormatan- DpRD Kabupaten Rembang irrrs dilakukan p;a" tanggal14 Oktober 2019 Jam 1 1.OO WIB

2. Rapat tsadan Kehormatan .dengan Bapemperda DPRD KabupatenRembang dalam rangka sinkronisasi 
- ha;il p.*uaira"a., Badan

Kehormatan atas penyusunan Peraturan DPRD tentang Kode Etik DanPeraturan DJ1D tentang Tata Beracara peraksan;" rt g , Danwewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten iemu"rrg yang
dilakukan pada tanggal 15 oktober 2019 Jam ti.oo wtg

HASIL RAPAT

Bahwa hasil pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang KodeEtik dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara pelaksanaan
Tugas Dan wewenang Badan Kehormatan bpno Kabupaten Rembangyang telah kami laksanakan -dan hasilnya sebagaimana yang teiah
saudara-saudara semua terima datam bentut foto copy

rv.

V. PEITUfl'P

Demikian laporan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang
dalam membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang kode Etik dan
Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara pJtaksanaan T\rgas
Dan wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang, *.kL1
dan kami ucapkan terimakasih.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Rembang, 16 Oktober 2019
DEWAN PERWAKILAN RAI{YAT DAERAH

KABUPA MBAN
KETUA BA o AN

q

, S.Pd.I.
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DEWAN PERWAKITAN RAIffAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

fl. F. Diponegoro No.BB TeIp. (ozgs) 6gtLg4 Kode pos s9212
REMBANG

I.

u.

III.

RISATAH

PARIPURNA DPRD ( II }
TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG
KODE ETIK DAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

Hari : Jum'at
Tanggal : 18 Oktober 20lg
Waktu : 10.00 WIB.

Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DpRD Kabupaten Rembang

SIFAT RAPAT : Terbuka

ACARA RAIAT:

1. Pembukaan;

2. Pendapat Fraksi-Fraksi atas Rancangan Peraturan DPRD tentang

Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara

Badan Kehormatan;

Persetujuarr;

Penutup.

ry. PIMPINAN RAPAT

I. Nama : H. Majid Kamil MZ
2. Iabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. Drupodo, M.Si.
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

aJ.

4.



VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraski Kebangkitan Bangsa

3. Fraksi Nasional Demokrat

4. Fraksi PDI Perjuangan

5. Fraksi Demokrat Hanura

6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera

Jumlah

\[I. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraski Kebangkitan Bangsa

3. Fraksi Nasional Demokrat

4. Fraksi PDI Perjuangan

5. Fraksi Demokrat Hanura

6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera

Jumlah

\rIII. ANGGOTA YAI\G TIDAK IIADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraski Kebangkitan Bangsa

3. Fraksi Nasional Demokrat

4. Fraksi PDI Perjuangan

5. Fraksi Demokrat Hanura

6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera

Jumlah

'i'

: 10 orang

: 8 orang

: 8 orang

: 6 orang

: 6 orang

;7 orugg

: 45 orang

: 9 orang

: 5 orang

: 4 orang

: 3 orang

:2 orang

: 3 orang

26 orang

I orang

3 orang

3 orang

3 orang

4 orang

4 orang

: 19 orang

JALANNYA
PIMPINAN

RAPAT
RAPAT : H. Majid Kamil^M.Z

IX.



LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu' alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Rekan-rekan PimpinandanAnggota DPRD

Kabupaten Rembang.

Sekretaris DPRD beserta Staf.Yang saya hormati

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan

Yang Maha Kuasa, atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada

kita semua, sehingga pada hari ini Jum'at tanggal lS Oktober 2A19, kita dapat

hadir kembali untuk mengikuti Rapat Paripurna D,|RD dalam rangka

membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara

Badan Kehormatan. Sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD pada

tanggal 2 Oktober 2019, terdapat dua agenda pokok dalam rapat paripurna ini,

yaitu Pendapat Fraksi-Fraksi atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode

Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan serta Persefujuan secara lesan oleh

anggota terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata

Beracara Badan Kehormatan.

Rapat Dewan yang terhormut,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten

Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir

secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 26 orang.

Adapun keabsahan kuorum pada Rapat Paripurna Kedua ini adalah sama

dengan ketentuan yang berlaku pada Rapat Paripurna Pertam a pada tanggal 7 6

Oktober 20L9 dalam rangka membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang

Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan, yakni dihadiri oleh lebih



dari % ( satu perdua ) jumlah anggota DPRD. Hal ini tertuang dalam pasal I 14

ayat (1) huruf C Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 20Ig tentang Tata Terrib
DPRD Kabupaten Rembang.

Memperhatikan jumlah anggota yang hadir dan ketentuan yang berlaku,

maka dengan mengucap "Bismillahirrohmanirrohimr tepat pukul 1 1.03

WIB, Rapat Paripurna Kedua dalam rangka membahas Rancangan peraturan

DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehorm atan saya

nyatakan dibuka.

( Ketuk palu 3 kali )

Rapat Dewan yang terhorma.t,

Selanjutnya, akan saya bacakan susunan acara yang menjadi agenda

rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;

2. Pendapat Fraksi-Fraksi atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode

Etik dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan

Kehormatan;

Persetujuan;

Penutup.

Rapat Dewan yang terhormat,

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu Pendapat Fraksi-Fraksi atas atas

Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan

DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

F Interupsi Sdr. H.Muh. Nur Hasan, S.H.,M.H.

" Maaf Pimpinan mengingat hari ini hari jum'at dan saya kira semua

fraksi j.rgu setuju semua, bagaimana jika Pendapat Fraksi-Fraksi atas atas

Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan

DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan tidak usah dibacakan tetapi

diserahkan saja kepada Pimpinan. Terima kasih."

aJ.

4.



H. Majid Kamil MZ (Pimpinan Rapat ) i

" Bagaimana rekan rekan anggota apakah disetujui jika pendapat fraksi -
fraksi tidak usah dibacakan tetapi diserahkan saja???..,,

Semua anggota DPRD yang hadir menjawab.

" Setujuuuu..."."

H. Majid Kamil MZ (Pimpinan Rapat )
'o Terima kasih."

=: PENDAPAT FRAKSI:::
Y ( Pendapat Fraksi-Fraksi atas atas Runcangan Peraturan DpRD

tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD tentung Tata

Beracara Budan Kehormstan terlampir )

Terimakasih kepada juru bicara masing-masing Fraksi atas penyampaiannya.

Perlu kami sampaikan bahwa, berdasarkan hasil konsultasi Bapemperda

bersama Badan Kehormatan pada tanggal 17 Oktober 2019 di Biro Hukum

Setda Provinsi Jawa Tengah terdapat perubahan judul yang harus disesuaikan

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, sehingga Rancangan

Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

berubah menjadi Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan

Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

" Apakah dapat disetujui "
___ SETUJUUU:::

( Dengan suora bulat semuo anggota DPRD yang hadir menyetujui )
( Ketuk palu I kali )



Rapat Dewan yang terhormat, ?r.

Baru saja kita dengar bersama, pendapat dari masing-masing Fraksi atas

Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik maupun Tata Beracara Badan

Kehormatan- Dari pendapat Fraksi-fraksi, sudah dapat kita tarik kesimpulan

apakah Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik maupun Tata Beracara

Badan Kehormatan dapat disetujui, disetujui dengan pengubahan atauditolak

menjadi Peraturan DPRD. Oleh karena rapatparipurna merupakan forum rapat

tertinggi anggota dalam mengambil keputusan, maka untuk persetujuan

Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik maupun TataBeracara Badan

Kehormatan menjadi Peraturan DPRD tergantung dari pemberian keputusan

anggota dalam rapat paripurna ini.

Untuk itu saya tawarkan kepada Saudara-saudara :

" Apakah Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dapat disetujui menjadi

Peraturan DPRD ? "

=: SETUruUU:-:

( Dengan suara bulat semuo anggota DPRD yang hadir menyetujui )
( Ketuk palu I kali )

Selanjutnya,
(5 Apakah Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Rembang dapat disetujui menjadi Peraturan DPRD ? 65

::: SETUJUUU::_

( Dengan suaro bulat semao anggota DPRD yang hadir menyetujui )

( Kauk palu I kali )



Rapat Da pan lang terhormat,

Dua agenda pokok dalam rapat paripurna telah kita lalui, maka selesai
sudah acara rapat paripurna kedua ini. Kami segenap pimpinan DPRD
memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada
Pimpinan dan Anggota Badan Kehorm atan maupun kepada pimpinan dan
Anggota Bapemperda yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan
kepada semua yang hadir disini, kami mengucapkan terimakasih atas
perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan dalam
pelaksanaan rapat. paripurna ini. Akhirnya dengan mengucap

"Alhamdulillahirobbil 'olamin " tepat pukul 11. 10 WIB Rapat paripurna

DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

( Ketak palu 3 kati )

Wassalaamu' alaikum Wr. W

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ILABUPATEN REMBANG

KETUA

Drs. DRUPODO. M.Si.
Pembina Utama Muda

NIP. 19670421199303 | 00e

SEKRETARIS,

&



LAMPIRAN: RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD ( TI )
TENTANG RANCANGAN PERATURAN DPRD
TENTANG KODE ETIK DAN TATA BERACARA
BADAN KEHORMATAN

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III

LAMPIRAN IV

: Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Rembang;

: Pendapat Fraksi-Fraksi atas Rancangan peraturan

DPRD tentang Kode Etik dan Rancangan peraturan

DPRD tentang TataBeracara Badan Kehorm atan;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 20lg tentang
Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun Z0I9 tentang
T ata B eracara Badan Kehormatan Dewan perwaki lan
Rakyat Daerah Kabupaten Remb ang;



DAFTAR HASIR

rERKA'!r RAN.AN.A- Xflil,'-ffiffi,1imffffiffiffIff^T" 
K.DE ErK DAN rArABEMCARA

HARI/TANGGAL: JUM,AT, i8 OKTOBER 2019

FRAKSI pARTAI pensefunil

H.M. MURSYID, S.T.

suLrsryo wetrnRreNir

RIZQIYAH PUTRI DW ANI

SUNARDI, S.Pd.I.

M. BISRICHOLIL LAQUF

H. MUH. SUBAWOTO

F|IDAYATUN i\iIKMAH. S. Pd.

H. SUPRIYADI EKC PRAPT'OMO, S.E.

YATIN ABDUL ZAENAL

ANDIKURNIAWAN

zs lrransiau, s.Rr. M.M.

PUKUL : IO.OO TMB

SAHNINGSIiI. S.E.



DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.

H. GUNASIH, S.E

ACHMAD ZAMHURI, S.H.

NUR HASAN ,S.H.M.H.

PUJISANTOSO, S.P, M.H,

N WINARTO, S.H.

GHOFAR ISMAIL, S.Pd.I.

ANJAR KRISNIAWAN. S.T.

Keterangan :

1 l:ljin
2 S: Sakit

3 C: Cuti

4 DL: Dinas Luar

[}PRD KAtsUPATEN REMBANG



{!

PENDAPATAKHIR

FRAf,qSI PARTAI PERSATUAN PEMEAGUNAN
NPRD IfiBUPATEN REMBANG *

,i

TER.HADAP
li

R'A'N CAN GAhT p ERATUR.AN D EWAN P E RTilAKI LAN R AIffAT
DAEH.,qH KABUPATEN R.EII{BANGTAHUN 2019

TENTANG

KODE ET[I( DAru TETA tsERACARA PEI,AIGANAAN TUGAS DAN
WEWENANG ffiADAN KEHORMATAN DPRD KAB, REMBANG

DX ,$AMEAIKAN DALAM MPAT PARIPURNA
' DPRD KABUPATENREMBANG

Hriiri : fum'at Tanggal : 18 Oktober Z01g
Dibacakan oleh : $ITI RIZQryAH PUTRI DIUI ANI



FRAKSI PERSATUAN PEMBAGUNAN

DPRD
IGBUPATEN REMBANG

sekretariat: rl. P. Dlponegoro No. gg relp. (029s)6gttg,4Rembang

PENDAPATAKHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPRD

I(ABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKITAN RAKTAT
DAERAH I(ABUPATEN REMBANG TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK DAN TATA BERACARA PETAKSANAAN TUGAS DAN
WEWENANG tsADAN KEHORMATAN DPRD I(AB. REMBANG

JUM',AT, 1g OKTOBER 2A1g
,i,

Dibacakan'oleh: SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI

Assalarmr'alaihtm wr ;wb.

Selamat pagi dan satam,sejahtera bagi kita semua . /!

BISlvtlLl-AttIRROHMAMRROHIlvt

Alhamdulillahi Robbil a'lamin, asholatu wassalamu a'la Asyrofil Ambiyai

walmursalim, Sayyidina wamaulana Muhammadin, wa'ala alihi wasohbihi

ajama'iin... Ama ba'du...



1

Yang kami hormati :

1. saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten
Rembang

2. saudara sekretaris DPRD Kabupaten Rembang bersama staf

o"

Syukur Alhamdullilah kami ucapkan Kehadirat Allah SWT. Bahwadi pagi ini kita masih diberi Rahmat, hidayah berupa kesehatan,
keselamatan sehingga kita masih dapat bertemu dalam Rapat paripurna
Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai Persatuan pembangunan
terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang kode Etik dan Tata
Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DpRD
Kabupaten Rembang tahun 2019.

Sidang Dewan yang berbahagia.
\.1

d

Mengawali Penyampaian pendapat Ahkir ini, kami fraksi partai
Persatuan Pembangunan, memberikan Apresisasi kepada rekan-rekan
Badan Kehormatan dan Bapemperda, yang telah bekerja keras, sehingga
pembahasan dan singkronisasi Rancangan Peraturan DPRD tentang kode
Etik dan Tata Beracara pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan
Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang untuk disampaikan dalam Rapat
Paripurna DPRD Kabupaten Rernbang.

Sidang Dewan yang berbahagia.

Selanjutnya, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan,
setelah mencermati dan mengevaluasi Terhadap Rancangan Kode Etik
dan Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan
Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang secara keseluruhan, melalui
Pendapat Akhir ini menyampaikan, dengan mengucap
Bismillahirrohmanirohim kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
menvetuiui dan menerima Rancangan Peraturan DPRD Tentang Kode
Etik dan Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan
Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang untuk ditetapkan menladi
Peraturan DPRD Tentang Kode Etik dan Tata Beracara Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang
tahun 2019.



Demikian pendapat akhir fraksi Partai PersatUSn Pembagunan,
terhadap Kode Etik dan Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang ini -kami sampaikan,
akhirnya kepada saudara pimpinan dan para Anggota DPRD serta
Sekretaris Dewan beserta Staf, kami ucapkan terima kasih atas
perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya.

Wassalamtu'alaftum 14/h. 1t b.

Rembang, 18 Oktober 2019

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN MIffAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIS,



PARINffiAilIffiIMMBAMESA :

MfuM
PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEBAI\IGKITAII BAIIGSA

ATAS
RANCANGAN PERATURAN DEWAI\I PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABT]PATEN REMBAIIG
TENTAI{G

KODE ETIK DAN TATA BERACARA

Disampaikan Oleh
Pada Rapat Paripurna : Jum'at, l8 Oktober 2019

Assalamualaikum. Wr W.

Yang kami Hormati, Pimpinan Sidang, Ketua dan para wakil Ketua DPRD

Kabupaten Rembang;

Yang kami Hormati, qegenap anggota DPRD Kabupaten Rembang;

Yang kami Hormati, Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta jaj arannya;

Yang kami Hormati, Para Tamu undangan Rapat Paripurna yang berbahagia

Segala Puji dan Syukur kami ucapkan kepada Allah Swr, yang telah

melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian sehingga pada hari ini

kita bisa melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang dalam

rangkaian proses pembahasan terhadap Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten

Rembang tentang Kode Etik Dan Tata Beracara.

Sebelum kami menyampaikan Pendapat FPKB lebih lanjut, izinkan kami

mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna Dewan atas waktu



dan kesemp atan yarrg telah diberikan kepada FPKB untuk menyampaikan

Pendapat dari FPKB Kabupaten Rembang terhadap Rancangan Peraturan Kode

Etik Dan Tata Beraaara.

Hadirin Rapat Paripurna yang berbahagjia.....

Mengawali pendapat FPKB ini, FPKB menyampaikan apresiasi dan

terima kasih kepada Badan Kehormatan DPRD Kab. Rembang yang telah

menyusun Rancangan Peraturan DPRD Kab. Rembang tentang Kode Etik dan

Tata Beracara pada tanggal 14 Oktober 2019, membatrasnya dalam rapat-rapat

dan melaporkan hasilnya pada Rapat Paripurna padatanggal 16 Oktober 2019.

Besar harapan kami, semoga jerih payah yang telah dilakukan oleh Badan

Kehormatan DPRD Kab. Rembang ini dapat mendorong dan mengoptimat

kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dapat

menjadikan DPRD Rembang sebagai Lembaga Pemerintah yang bermartabat

dan berwibawa.

Hadirin Rapat Paripurna yang berbahagia.....

Maksud ditetapkannya Kode Etik adalah sebagai pedoman bagi anggota

DPRD dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan kewajiban.

Nilai dan norma tentang apa yang wajib, boleh dan dilarang atau tidak patut

dilakukan oleh anggota DPRD telah diatur dalam kode etik. Maka dari itu,

FPKB mengajak kepada seluruh anggota DPRD Kab. Rembang untuk

memahami kandungan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan

mengimplementasikannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya

sehingga DPRD Rembang menjadi lembaga pemerintah yang bermartabat,

terhormat, mempunyai citra positif dan kredibilitas yang tinggi di hadapan

masyarakat. FPKB berharap sepanjang tahun 2019-2024, BAB V dari Kode

Etik tentang Sanksi dan Rehabilitasi tidak pernah diberlakukan karena seluruh



anggota DPRD Rembang telah mampu menjaga etika dan norma serta telah

menjalankan tugasnya dengan baik.

Hadirin Rapat Paripuina yang berbahagit.....

Terkait peraturan DPRD Kab. Rembang tentang tata beracara yang

ditetapkan sebagai pedoman tehnis Badan Kehormatan dalam melaksanakan

tugas dan kewenangafinya, menurut hemat kami ada dua fungsi Badan

Kehormatan yang perlu digaris bawahi, yaitu : fungsi yang bersifat Aktif *
Preventif dan fungsi yang bersifat pasif. Fungsi Aktif - Preventif adalah fungsi

Badan kehormatan dalarn penegakan Kode Etik yang dilakukan secara aktif
untuk menghindarkan atau menjaga Anggota DPRD agar tidak melanggar kode

etik. Hal ini dapat dilakukan dengan misalnya: sosialisasi-sosialisasi secara lisan

maupun tulisan, Evaluasi absensi anggota DPRD dalam rapat-rapat, evaluasi

kedisiplinan anggota DPRD dalam mengikuti kegiatan-kegiatan DPRD,

melaporkan hasil evaluasi kepada ketua fiaksi dan tehnis lain yang dirasa perlu.

Adapun Fungsi yang bersifat pasif yang hanya dijalankan ketika ada pengaduan,

tentu Badan Kehormatan harus menjalankannya sebagaimana peraturan yang

berlaku. Maka dari itu, FPKB mendorong Badan Kehormatan agff menyusun

strategi dan tehnis operasional yang bersifat internal untuk menopang

keberhasilan Badan Kehormatan dalam menjalankan fungsinya, terutama fungsi

yang bersifat aktif - preventif tersebut.

Rapat Paripurna l)ewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Setelah membaca, mencefinati, mempelajari :

1. Laporan Badan Kehormatan DPRD Kab. Rembang atas Rancangan Peraturan

DPRD Tentang Kode Etik dan Tata Beracara pelaksanaan Tugas dan

Wewenang Badan Kehormatan pada tanggal 16 Oktober 2019;

2. Hasil Rapat Internal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kab. Rembang

pada tanggal 17 Oktober 2019.



FPKB dapat Menerima Rancangan peraturan

Kode Etik dan Tata Beracara pelaksanaan

Kehormatan untuk ditetapkan dan disahkon

Rembang.

DPRD Kab. Rembang Tentang

Tugas dan Wewenang Badan

sebagai Peraturan DPRD Kab.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia
Demikian pendapat FPKB ini disampaikan, semoga bermanfaat dan apabi la ada
yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Akhirul knlam....Wallahul muffiq illa aqwamit thoriq

Wassalamualaikum. Wr Wb.

Rembang, 18 Oktober 2019
.AI KEBANGKITANBANGSA

Nasirudin, S.Si
Ketua



FRAKSI PDI PERJUANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

PENDAPAT FRAKSI

Partai Demokrasi lndonesia perjuangan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

,,1

Terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara.

Hari lTanggal : Jum'at / 18 Oktober 2019

Dibacakan oleh :

Assalamu' alaikum Wr, Wb

Salam Seiahtera bagi Kita Semua,

Merdeka....... Merdeka...... Merdeka.... ! ! !

Yang terhormat, Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kab. Rembang

Yang terhormat, sekretaris DPRD Kab. Rembang, Kabag beserta jajarannya.

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Muliakan,

Pada kesempatan yang baik ini marilah kita mengucapkan Alhamdulillah puja dan

puji syukur kehadirat AIlah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan

nikmatNya lah kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama menghadiri Rapat

Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada hari ini, selanjutnya tak lupa Sholawat

beriring salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW,

yang kita tunggu syafaatnya di Yaumil Akhir nanti.



Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Muliakan,

Sebelum kami menyampaikan Pendapat Kami terhadap Rancangan peraturan

DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara, di butan oktober ini, tepat nya

tanggal 28 Oktober kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Salah satu hari

bersejarah yang harus dikenang dan dipelajari. Dimana saat itu para perwakilan

pemuda dari seluruh penjuru tanah air berikrar melaui Sumpah pemuda, untuk

bersatu menjadikan Bangsa lndonesia, Bahasa lndonesia, dan Tumpah Darah

lndonesia sebagai pedoman perjuangan menuju lndonesia Merdeka. Tanpa

Sumpah Pemuda mungkin saja tidak akan terbentuk Negara Kesatuan Republik

lndonesia saat ini. Sekaiang, saatnya kita sebagai penerus memanfaatkan momen

peringatan hari Sumpah Pemuda ini untuk mempertebal rasa persatuan dan

kesatuan lndonesia. Sehingga akan tercipta sebuah Negara*Kesatuan Republik

lndonesia yang kuat dan disegani Dunia.

Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Muliakan,

Menanggapi atas Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode

Etik dan Tata Beracara. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan, menerima dan

menyetujui Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara

untuk selanjutnya dijadikan sebagai Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata

Beracara. Semoga setiap anggota DPRD mengetahui dan bisa menerapkan dan

melaksanakan dengan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab.

Kami juga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Bapemperda dan Badan

Kehormatan yang telah melakukan pembahasan secara mendalam tanpa

mengenal lelah dan penuh kebersamaan sesuai dengan jadwal yang telah

ditentukan. '

Demikian Pendapat Fraksi PDI Perjuangan, terima kasih ,tr, *rLtu yang telah

diberikan, bila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan kami menyampaikan

maaf ya ng sebesa r-besa rnya.



Wabillahi taufiq wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr, Wb,

Merdeka.... Merdeka.... Merdeka....

Ketua

FRAKSI PDI PER'UANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

Sekretaris

WIDODO, SH
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GERAXAN PERUBAHAN

IEIllst NAS|-oNAL DEr,roKRAr
DEWAN PERWAKIuqN RA[fri ioenoH

KAB UPATE N NC rt,I rJA'Ni dJl. P. Dipon"gglglo-. se Rem-oang
Tetp. (0295) 691rga 
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PENDAPAT AKHIR

FRAKSI NASDEM DPRD. KABUPATEN REMBANG, 
_ RANcANGAN,p_TLAr_uE4l:H#:t+,fprN 

rArA BERA.ARAp E LA Ks A NAA N ru_eri bri,i wewe nri ir cEi oa N KE H o R MA rA NDpRD KAB upAreru hrLrilaTire

Assalamu,alaikum Wr. Wb.
Satam s*htera rniri r,it".rrm

oi,?'ffiE:il"ffi:,
Yth. Sdr. Ketua d* \AF!,1Ketua DPRD Kabupaten Rembang;Yth. Seturuh anosora {ic; ilir"'*,"n Rembans;

I,il; ?:TffUil!;il k;' ffi;'Re mban s oan- Ler u ru h u n da n ga n ra pat parip u rn a

segara puji svukurl"Ti ucapkan kepadq Arah Tuhan.y.rng Maha Esa, yang terahmelimpahkan rahmat o* ni[Ii.i'l"pho" rit"rirrriehingga pada nrii ini k*a bisamelaksanakan Rapat paripuina'b"*rn F"-#;liirrn, n"r.rrt. oaeran KabupatenRernbang dalam rangkaian pror". pembahasan''Grnaoap Rancangan peraturan
[:fl:,.#1,5, $flIJft'5;ffI;T:;*iJ$#:ff' ;:;"" oan w"*En,ng Badan

iRapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia
lSebelum kami menyampaikan pendapat Fraksi Nasl
'mensucapr.rn t"rirl*rJin i"i,"a,i'piirpinri !#i?:XrfrH: 

,;:,#:r,=:lllr#?il
pan kesempatan va.ng terah oiberi[rn kepada rrririNasDem untuk ,"ny"rpaikanPendapat dari riarc'i purtri -ni"rion"r 

o_eroriat-klorp"t"r-R;il;;s 
terhadapRancangan peraturan Kode eti[ 

-$n 
r"i" ii',.J,. peraksanaan Tugas danl/vewen a n g Ba da n xe normat, n Eijn o x, 6 ri"ti'Rii ba n g.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia
(ode etik adalah suatu sistem norma 

-nilai 
dan juga aturan profesionar terturis yangrecara tegas' 

'"nfl?l:: ip1v1.n ?:l"r-o:li;i[ Jerta apa yans tidak benar dandak baik bagi pimpinan oan- An-ggota oFno. xo-d" etik merupakan kesatuantndasan etik atau fitosofis t"in"i"i p"riraku, sik,p'i,lrprn ucapan mengenai har_al yang diwajibkan, oiraran!: ;til tidak prtri oi"r.rkan oreh pimpinan maupun



anggota DPRD, Tujuan utama ditetapkannya kode glf QfnO adalah untuk menjagamartabat, kehormatal, .iirr, j"i, 5ro;birffi;Fno Jararil ;;Hkrr.akan tusas,wewenang dan kewajibannya kepaoa r."r.iiii",i masyararat, dan negara.
Dalam melaksanakan fungsi oengSryasan kepatuhan anggota terhadap Kode Etik
yans tetah ditetapkan, EaoIn 

_Gi.,;;;Xtlip 
tetah dibentuk memertukanpedoman dan acuan.yang telah diail;d';ffi'rl?lr,.n rata aeracara Tugas danwewenans Badan ("ffi;;;;. 

?l d;r.# 'pErlturan. 
ini ,"rrlt tugas danwewengan Badan Kehormat"n' R'o;"our pengLiual oelLooran petanggaran kode;:i:,fl:ilf -fff:flfl:i"n 

-roi"n 
etik, nirlli-i"i,sambiran keputusan terhadap

.r \l:l

Perubahan terhadap Kode Etik dan Tata Beracara Tugas dan wewenang BadanKehormatan dirakuka. o"r"r"rliqg r;ilk ;;;;uaikan 
.densan- ferxembansanhukum dan perunoang-undangii,'L"rta 

dinamika yang terjadi serama ini.
Apresiasi setinogi-tingginya kami-^sampsifqn kepad3 tim penyusun RancanganPeraturan Kode"Etik o* irt"'E"r..rr'petat<san-dair Tugas ian wewenang BadanKehormatan D,RD raoupaten- i,:lor*-'vli;'1",rn metakukan pembahasansecara mendalam dan komprehensif tanp"]rlnI""n"r r"rrr, J"Lil'!r"r"n" diarogisdan penuh kebersamaan sesuai dengan jadwar yang terah ditentukan.
Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia
Setelah membaca, mencermati, mempetajari :1' Laporan Hasil Keria rim'penvusunRancangan peraturan Kode Etik dan Tata

R:ffiili. 
rusas dan wewenang Badan-Ker,oimatan''#,id Kabupaten

2. Hasir Rapat rnternar Fraksi Nasionar Dempkrat Kabupaten Rembang.
Kami dari Fraksi NasDem memberikan catatan : .

1' Agar semua 
-anggota DIRD_... Kabupaten Rembang mematuhi danmelaksanakan Perituran Kode etk orn Ei"' geracaia F"ar.r-rnaan Tugasdan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten n"rllig, terutamapada peraturan Kode Etik bagia; kd;;o"ir, 

.13 tentang Larangan BagiAnggota DIRD agar dijalan[an o"ngrn 5.'ii. o"n benar demi kabaikan, anggota DPRD, masyarakat dan negara.

2' Kode etik merupql.a, har penting :ltr{ -menjaga kehormatan diri, harga diriserta nama baik institusi ,oFno- xror["i"1 Rembang dari segatapenyimpangan perilaku anggotanya. oenGri-lode etik tersebut, diharapkandapat menjadi teradan ya;t oaif uagi-Gi*+at, khususnya masyarakatRembang. Jangan sampai ioa anggota opno Rembang menyimpang darietika dan moraritas yang ada oi 
-riasvara["t. 

r"r"n" ii, ,",irua anggotaDPRD Kabupaten Remba--ng harus oernati-natioaram bertindak, bersikap danberkata. Kami percaya, se,iua anggota DPRD akan. mejaga perkataan, sikapdan perirakunya dengan baik dan 
-oin"r, 

,r."n Gtrpi jika terjadi petanggaran,maka penyimpangan .itu perlu oil<ena[an sanksi. Kode etik adalahkesepakatan bersama,'karena itu harus oiiroimati dan dipatuhi,oleh semua



sl8'X?ii3;Xfl #:t'paten 
Rembans sebasai bentuk imprementasi terhadap

Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia
Pada akhirnya' dengan memperhatikan secara keseiuru[an, maka Fraksi NasDemdapat Menerima naicanga;'ilrltlg, ka;-Eiil"d3n Tata a;r;c"r, rusas danffIil,"i3,jf,iX'rx"n'i'Itin-' bFRo iiiGil Rembans ini *trr. disahkan

Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

;,:ffi lH.I."B'#i'ff iffi:llffi 
lhpig;tgt?dt:?:T,izT3;HbT::,,lKehormaran DpRD x"orp"i"i"hiT g_:*- in-i,'IjL 

lgtiag anssota opno seseramembaca, memoelajari, oin mern'Tf*,;rY.3Eil*s aoa pr?-" ,lt,.Ip pasar yangtelah ditetapkan' K;i;;iu;'i;"ffikrrnya wajib,nirt dipatuhi oi"n .!ti"p anssotaDPRD setama mglj?t3.1ka! irg;, o"l iyrg:i-;'*;1ny3 sebasai anssota D'RD.
i#iH? B"#30" 

-Akhir 
e'"[Ii p"rtai Nas]onir-iilrokrat, densan ["rapan asar

fl:Iffi ;:'#:,'ffi '#,l,::Iffi isl'g*:il.,9m:tgrg:u#elm:]li
Terima Kasih atas perhatian dan kg.r1asa.ryny.a, semoga Arah Tuhan yang MahaEsa memberikan peiunjur Janl"i"n'Fng teroai['k"p"o, kita semuanya.

Wassalamu,alaikum Wr. Wb.

FRAK'T NAsroNA,- o=fiffiy, 18 oktober 201e

DEwAN pERWAKTLeT nax'viriinenaH
I(ABUPATEN REMBET.TE



PENDAPAT FRAKSI DEMOKRAT- HANURA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DPRD

TENTANG
KODE ETIK DAN TATA BERACARA BADAN

KEHORMATAN DPRD KABUPATEN
REMtsANG

;

l

FRAKSI DEMOKRAT.HAN URA

DPRD KABUPATEN REMBANG

Rembang, 18 OKTOBER 2019

Dibacakan oleh : DUMADIYONO' S"H.

PARIAI tlATI IItJRAllI RAIflAT



DEVI'AN PERWAKTLAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT.HANU RA
Jl. Diponegoro No. 88 Rembang

Telp. (0295) 6gt 194; 593290; 59329{

PENDAPAT FRAKSI DEMdKRAT-HANURA
TERHADAP RANGANGAN PERATURAN DPRD

TENTANG
KODE ETIK DAN TATA BERACARA BADAN

KEHORMATAN DPRD KABUPATEN REMBANG

JUM'AT, {8 OKTOBER 2A19

Dibacakan oleh : DUMADIYONO, SH.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua ;

. Yang kami hormati :

1. Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

2. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

i

Sebagai insan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah

terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT

Tuhan Yang Maha pemurah dan penyayang yang telah melimpahkan

rahmat dan anugrahnya kepada kita sekalian, Sehingga pada hari ini

kita masih diberi kesempatan untuk dapat menghadiri rapat paripurna

DPRD Kab. Rembang dengan men'lbahas rancangan peraturan DPRD

tentang kode etik dan tata berac3ra Badan Kehormatan DPRD Kab.

Rembang dalam keadaan sehat *li ,r,", tidak ada kurang satu apapun,



,I

Sidang Dewan yang terhormat,

Syukur Alhamdulillah tahapan demi tahapan pembahasan Kode Etik
dan Tata Beracara ini mulai dari awal sampai selesai berjalan dengan
baik dan lancar,

Sidang Dewan yang kami mutiakan,

Dalam kesempatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim
kami Fraksi Demokrat-Hanura Menvetuiui Rancangan peraturan
DPRD Tentang kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan DpRD
Kab. Rembang, mudah-mudahan kedepan kita semua anggota DPRD
Kabupaten Rembang Bertambah baik dalam menjatankan tugas dan
tanggung jawab terhadap masyarakat Rembang yang kita cintai ini,

Dengan penyampaian Pendapat Fraksi Demokrat-Hanura ini kami
berpendapat bahwa :

1- Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan ini adalah Roh
dan Pedoman DPRD dalam menjatankan Tugas dan Kewajiban
sebagai seorang Anggota DPRD maka apa yang tertuang

didalamnya harus kita taati dan patuhi.

2. Demi Citra dan Kinerja DPRD yang lebih baik maka marilah kita

mulai dari Pribadi kita untuk berbuat dan bekerja dengan baik.

Demikian pendapat fraksi Demokrat-Hanura ini kami sampaikan,

akhirnya kepada saudara Ketua dan para wakil ketua DPRD serta

segenap Anggota Dewan yang terhormat, Kami ucapkan terima kasih

telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini. Semoga Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk,

bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan

tugas dan tanggung jawab menibangun masyarakat, bangsa dan

negara.



Terima kasih,

besarnya.

kurang lebihnyq kami mohon maaf yang sebesar-

Billahi Taufik Wat Hidayah

Wassalamu'alaiku m Wr. Wb.

Rembang, 18 Oktober Z01g

FRAKSI DEMOKRAT.HANURA

DEWAN PERWAXIUru RAKYAT DAERAH
r

KABUPATEN REMBANG

KETUA SEKRETARIS

-1r---r7. l}-_161 
I 
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FRAKSI PD.H

MUGIYARTO. S.T. DUMADIYONO. SH.



DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAEMH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA

Jt.Diponegoro No 88 Rembang Tetp 693290

PENDAPAT
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA

DPRD KABUPATEN REMBANG

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DPRD
TENTANG

KODE ETIK DAN TATA BERACARA

Disampaikan dalam Rapat Paripurna lnternal
DPRD KABUPATEN REMBANG

Jum'at, 18 Oktober 2OL9



Assatamu'alaikum Wr. Wb.

. Yang kami hormati Sdr. Pimpinan Sidang dan segenap Anggota

DPRD Kabupaten Rembang

. Yang kami hormati Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

dengan jajarannya.

Mengawali penyampaian pendapat fraksi ini, Fraksi Karya

lndonesia Sejahtera mengucapkankan puji dan syukur ke hadirat Attah

SWT seraya memanjatkan doa agar senantiasa diberikan kesehatan,

kesetamatan, rahmah dan berkah kepada kita semua sehingga apa yang

kita kerjakan senantiasa mendapat ridho-Nya.

setetah mendengar Laporan Badan Kehormatan atas

Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara, pada

yang [atu, perkenankantah Fraki Karya tndonesia

menyampaikan pendapat fraki sbb.

Rancangan

hari Rabu

Sejahtera

Kode Etik adatah sekumpulan norma-norma yang wajib dipatuhi
oleh seluruh Anggota DPRD untuk menjaga martabat, kehormatan,
kewibawaan dan kredibititas datam menjatankan peran dan fungsinya

sebagai wakil rakyat dengan predikat yang terhormat. Namun datam

perjatanannya, bukan tidak mungkin anggota dewan yang terhormat ini

berhadapan dengan masalah atau perbuatan yang ditakukannya yang

kemudian diadukan oteh pihak lang berkepentingan. Datam hat ini

dipertukan prosedur atau tata cara penyetesaian perkara oteh Badan

Kehormatan Dewan, yang disebut Tata Beracara sesuai dengan

Pelakanaan Tugas dan wewenang Badan Kehormatan Dewan.

Harapan kami, semua anggota DPRD Kabupaten Rembang bisa

metaksanakan tugas dan kewajibannya setaku anggota dewan sesuai

Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD, sehingga bisa memenuhi

harapan masyarakat Rembang yang kita wakiti. Kepada saudara Ketua

Fraki, Ketua A[at Kelengkapan Dewan serta Badan Kehormatan DPRD



I

Kabupaten Rembang agar menegakkann Kode Etik dan peraturan Tata
Tertib Anggota DPRD dengan baik

Demikian pendapat Fraki Karya rndonesia sejahtera dan kami
menyetujui 2 (dua) Rancangan peraturan ini ditetapkan sebagai
Peraturan DPRD tentang Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan
Peraturan DPRD tentang Tata Beracara. Menutup pandangan fraksi ini
kami menyampaikan sesanti atau semboyan ,.sepi ing pamrih, rame ing
gawe", apabita ada hat-hat yang kurang berkenan kami mohon maaf
sebesar-besarnya.

Wassatamu 'ataikum Wr. Wb.

Wk. Ketua, Sekretaris,

ANJAR KRISNTAWAN, SANTOSA, SP, MH



Menimbang: a,

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAICTAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 2 TAHUN zAD

TENTANG

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAK]TAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (1), ayat (2t dan ayat (3)

Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun zAW
tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang disebutkan
DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap

anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga

martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD dan

ketentuan mengenahi Kode Etik diatur dengan Peraturan

DPRD tentang Kode Etik;

bahwa Dewan Perwakilan Ra}ryat Daerah sebagai lembaga

legislatif daerah yang memiliki komitmen politik, moralitas,

dan profesionalitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi

legislasi, anggaran, dan pengawasan guna mewujudkan

lembaga legislatif daerah yang kuat, produktif, terpecaya dan

c. bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

mempunyai kedudukan sebagai w'akil ralqyat yang terhormat.

harus bertanggung jawab kepada Bangsa, Negara, masyarakat,

dan konstituennya dalam melaksanakan tugasnya perlu

memiliki landasan etik yang mengatur perilaku, ucapan

mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut

dilakukan;

b,



d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Dewan Perwakitran Rakyat Daerah tentang Kode Etik
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1gS0 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah;

undang-undang Nomor 28 Tahun Lggg tentang penyelengaran

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2OO4 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Nomor 2 Tahun 2008

tentamg Partai Politik;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2CI14 tentang MPR,DPR,DPD

dan DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang

perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol4

tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2At4 tentang

Pemerintahanan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan

Umurn;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dew'an Perwakilan Rakyat

Daerah;

Mengingat: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



Menetapkan :

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Rembang Nomor 1 Tahun 2AL9 tentang Tata Tertib Dewan

Perwakilan Ralqyat Daerah Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG TENTANG KODE ETIK DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan ralqyat daerah yaflg berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan 3 (tiga) wakil Ketua DPRD

Kabupaten Rembang;

5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Rembang, yang selanjutnya
disebut Anggota, adalah wakil ralqyat yang telah bersumpah atau berjanji
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan

tugasnya sungguh mernperhatikan kepentingan rakyat;

6. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang

yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

7. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD yang dipimpin oleh seorang

sekretaris DPRD berasal dari pegawai negeri sipil;

8. Kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut kode

etik adalah suatu ketentuan etika prilaku sebagai acuan kine{a anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam. n:elaksanakan tugasnya;

9. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD;

1O. Keputusan Pimpinan DPRD adalah Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan

Ralyat Daerah Kabupaten Rembang;

11. Rapat adalah semua jenis rapat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

11.



13.

14.

15.

16,

17.

12. Anggota Keluarga adalah suami atau isteri dan anak anggota DPRD

Kabupaten Rembang;

Perjatranan Dinas adalatr perjatranan Pimpinan dan/ale;u Anggota DPRD
Kabupaten Rembang untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana
ditetapkan dalam peraturan perundang- undan gan ;

Rahasia adalah rencana, kegiatan, atau tindakan yang telah, sedang atau
akan dilakukarl, y€u1g dapat mengakibatkan kerugian besar dan bahaya
apabiia diberitahukan atau diketatrui oleh orang yang tidak berhak;
Sanksi adalah adalah hukuman yang diberikan kepada anggota DPRD
Kabupaten Rembang, karena rnelanggar Peraturan Tata Tertib, Kode Etik dan
Sumpah/janji;

Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan narna baik yang tidak terbukti
melanggar Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah/Janji;
Gratifikasi adalah pemberian barang, uang, d,an/atau sesuatu lainnya yang
diberikan oleh orang, badan, dan/atau perusahaan kepada anggota DPRD
Kabupaten Rembang, ymg berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Paragraf 1

Makstrd

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kode Etik sebagai pedoman bagi Anggota DPRD dalam

melaksanakan tugas pokok, fungsi, wew€naflg, dan kewajibannya kepada

bangsa, negara, dan masyarakat. i

Parcgal2
Tujuan

Pasal 3

Kode Etik bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, kewibawaan,

dan kredibilitas DPRD serta membantu Anggota dalam melaksanakan setiap

wewenang, tugas kewajiban dan tanggungjawabnya kepada bangsa, negara, dan

masyarakat.



BAB III

PENGATURAN

Paragraf 1

Ketaatan dalam melaksanakan sumpah I jarr1i.

Pasal 4

Setiap anggota DPRD wa,jib mentaati dalam melaksanakan sumpah/janji
dimanapun berada sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang

berlaku.

Paragraf 2
Sikap dan Perilaku Anggota DPRD

Pasal 5

Anggota DPRD harus bersikap dan berperilaku sebagai berikut :

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan

bangsa;

c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;

d. memiliki integritas tinggi , jujur, prestasi, dedikasi, dan loyalitas tidak

tercela;

e. menegakkan kebenaran dan keadilan;

f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku,

agama, ras, asal usuI, golongan, dan jenis kelamin;

g. mengutarnakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD dari

kegiatan iain diiuar tugas dan kewajiban DPRD;

h. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD

sebagaimana diatur dalam peraturan perundan g- undangan ;

i. tidak mengatasnamakan lembaga DPRD untuk kepentingan pribadi atau

kelompok.

Paragraf 3
Tata Ke{a Anggota DPRD

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya anggota DPRD harus:

a. menjunjung tinggi profesionalisme sebagai anggota DPRD;



b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan

masyarakat;

c. berupaya meningkatkan k*alitas dan kinerja;

d. mengikuti seluruh agenda kegiatan DPRD kecuali berhalangan atas izin
dari pimpinan DPRD, pimpinan rapat dan/atau pimpinan fraksi;

e. menghadiri rapat secara fisik;

f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada

setiap rapat DPRD;

g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk
dirahasiakan sampai dengan dinyat'akan terbuka untuk urnur:n;

h. memperoleh tnn tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjaianan

ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan

dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadirinya
kepada pihak lain; dan

k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas

alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRD.

{21 Dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf i harus dengan kehadiran fisik di lokasi tujuan.
(3) Pimpinan DPRD dalam menjalankan tugasnya bersifat kolektif kolegial

sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD.

(4) Setiap pimpinan ilat kelengkapan DPRD bertanggunglawab nrernimpin,

mengkoordinasikan dan memberikan arahan kepada anggota sesuai dengan

hasil kesepakatan rapat.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap

pimpinan alat kelengkapan DPRD hendaknya menerapkan prinsip-prinsip

koordinasi dan sinkronisasi, baik di dalam maupun antar alat kelengkapan

lainnya.

(6) Setiap Anggota AIat Kelengkapan DPRD harus nrentaati segala keputusan

yang telah ditetapkan.

{7) Setiap laporan, aspirasi dan/atau disposisi dari pimpinan harus diolah di

internal alat kelengkapan DPRD terkait dan dipergunakan sebagai bahan

laporan lebih lanjut kepada pimpinan DPRD.



BAB IV

TATA HUBUNGAN
i

pasa lz

Hubungan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas rlan wewenangnya
meliputi:

a. hubungan antar anggota DPRD;

b. hubungan antara anggota DFRD dengan Femerintah Daerah; dan
c. hubungan antara anggota DPRD dengan masyarakat dan pihak lain.

Bagian Kesatu
Tata Hubungan Antar Anggota

Pasal 8

Hubungan antar anggota DPRD adalah :

a. memelihara dan mempererat hubungan kerjasama yang baik; dan
b. saling mempercayai, menghormati, menghargai, dan membantu sesama

anggota DPRD.

Beqian Kedua
Tata Hubungan dengan Pemerintah Daerah

Pasal 9

Hubungan an.tara anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah adalah :

a. menjaga dan memelihara kemitraan yang baik ; dan

b. bersikap kritis, adil, jujur, proporsional, dan profesional.

Bagian Ketiga
Tata Hubungan dengan Masyarakat dan Pihak Lain

Pasal 10

Hubungan antara anggota DPRD dengan masyakarat dan pihak lain adalah :

a. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi

masyakarat;

b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah; dan

c. menjalankan kebersamaan agar dapat berkomunikasi $ecara sehat, terbuka,

dan produktif.



Bagian Keempat
Penyampaian Pendapat, Tanggapan, Jawaban, dan Sanggahan

Paeal 11

(1) Dalam menjalankan tugas anggota DPRD bebas menyampaikan pendapat,
tanggapan, jawaban, dan sanggahan baik secara lisan maupun tertulis.

(21 Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan disampaikan
dalam rapat - rapat yang dituangkan dalam Tata Tertib DPRD.

(3) Di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21pernyataan tersebut
adalah sebagai pernyataan pribadi.

(4) Anggota DPRD yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi, pertemuan
tidak boleh menyampaikan hasil rapat, konsultasi atau pertemuan
sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD dengan mengatasnamakan
forum tersebut kepada publik.

t5) Dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, d.an sanggahan
harus memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan
kepatutan sebagai wakil ralqyat.

*"*":?f,*lT,,[!lilLr*o
Pasal 12

(1) Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;

b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
19 45 dan menaati peratura.n perundang-undangan;

c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. rnendahutrr.lkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi,

keiompok, dan golongan;

e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ralryat;

f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

g. menaati tata tertib dan kode etik;

h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain
dalam penyelenggaraan pemerintahan d.aerah;

i. menyerap dan rnenghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja
secara berkala;

j. menarnpung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;



k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada

konstituen di daerah pemilihannya;

1. rnenghadiri rapat-rapat DPRD sesuai dengan ttrgas dan kewajibanya; dan

m. melaksanakan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) sesuai

dengan ketentuan Perundang-undangan.

{21 Kewajiban menghadiri rapat-rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf I harus kehadiran secara fisik.

Bagian Keenam
Larangan Bagi Anggota DPRD

Pasal 13

Anggota DPRD dilarang merangkap jabata.n sebagai:

a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;

b. hakim pada badan peradilan; dan I atau

c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian

Negara Republik Indonesia, pega\wai pada badan usaha milik negara,

badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber

dari APBN/APBD.

Dilarang melakukan peke{aan sebagai pejabat struktural pada lembaga

pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara,

notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubtrngarlnya dengan tr.lgas dan

wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.

(3) Dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang

menerima gratifikasi.

Melakukan pekeg'aan/usaha lain yang biayanya berasal dari APBN/APBD.

Menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses penyelidikan,

penyidikan, dan pengambilan keputusan lembaga penegak hukum untuk

kepentingan pribadi dat/atau pihak lain;

(6) Menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan

pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya yang mempunyai usaha atau

melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha;

Melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau

menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, keluarga, sanak

famili dan kroninya;

Dilarang rnelanggar sunrpah / janyi.

(1)

(2)

\7\

(4)

(5)

(8)



Bagian Ketujuh
HaI-Hal Yang Tidak Patut Dilakukan oleh Anggota DPRD

Pasal 14
Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD :

a. tidak bersikap sopan didalam atau diluar rapat;

b. tidak menjaga ketertiban rapat;

c. tidak berpakaian rapi, Eotr)€rlr, dan pantas; dan

d. tidak bersikap profesional dengan mitra keda.

Bagian Kedelapan
Keikutsertaan Dalam Organisasi Lain

Pasal 15

Anggota DPRD dapat ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar lembaga DPRD

sepanjang tidak mengganggu tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD.

BAB V

SANKSI DAN REHABILITASI

Paragraf 1

Sanksi

Pasal 16

(1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kew4jiban sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 dikenai sanksi berdasarkan Kepucusan Badan Kehormatan.

(21 Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa;

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;

d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD;

dan/atau

e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sanksi sebagairnana tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan

badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.

(4) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau

berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan

apapun dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.



(5) Anggota DPRD yarlg tidak rnenghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat
kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6
(enarn) kali berturut-turut tanpa alasan yar:rg sah dikenai sanksi
pemberhentian sebagai anggota DPRD.

(6) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berisi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti
meianggar peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau peraturan DPRD

tentang kode etik.

Pasal 17

Badan Kehormatan dapat memberikan peringatan awai secara lisan dan/atau
tertulis kepada anggota DPRD sebelum yang bersangkutan memenuhi ketentuan
pelanggaran kode etik dan tata tertib DPRD.

Paragraf 2
Rehabilitasi

Pasal tr8

(1) Dalam hal anggota DPRD tidak terbukti melakukan pelanggaran

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 setelah dilakukan penyeiidikan

dan verifikasi wajib rnendapatkan rehabilitasi.

{21 Rehabilitasi disampaikan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 19

Dengan ditetapkallnya Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Rembang tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Remb,mg ini, maka Keputusnn Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Rembang Nomor 2 Tahun ?OLS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2O

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

tentang Kode Etik ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diputuskan oleh

Pirnpinan DPRD setelah mendapat rnasukan dari Badan Kehorrnatan serta

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada t""Agr diundangkan.
Agar setiap orang mengetatruinya, memerintatrkan pengundangan peraturan
DPRD ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Rembang.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 18 Oktober 2Ol9

Diundangkan di Rembang pada tanggal l& ^ Ohi - 201g

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATQFR,\TBANG,

,/b
SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR .3-}

I

A DPRD KABUPATEN



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
I(ABUPATEN REMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2OI9

TENTANG

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG

Menirnbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MIIHA IESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga

le$shtif daefeh yaag tn€miliki koftitmen politik, rnoralitas, dan

profesionalitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi

legislasi, anggaran, dan pengawasan guna mewujudkan

lembagr. legislatif daerah yang kuat, produktif, terpercaya dan

berwibawa;

bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai

kedudukan sebagai wakil ralryat yang terhormat harus

bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, dan

kostituennya dalam melaksanakan tugasnya;

bahwa untuk melaksanakan tugas konstitusional, Dewan

Perwakilan Ralryrat Daerah Kabupaten Rembang telah

menyusun suatu Kode EUk yang berlaku secara internel,

bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh setiap anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugasnya

selama di dalam ataupun di luar gedung demi menjaga

martabat, kehornr.atan, citra, kewibawaan, dan kredibilitas

Devran Perwakitran Ralryat Daerah Kabupaten Rernbang;

batrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu rnernbentuk

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata

b.

c.

d.



Mengingat : 1.

Beracara Pelaksanaan Tugas dan

Kehormatan;

Weurenang Badan

Undang-undang Nomor 13 Tatrun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Propinsi Djawa Tengah ;

undang-.llndang No*nor 28 ?ahtrn 1999 tei*i:ang Penyelengaran

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kompsi, Kolusi dan

Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 33 tatrun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Rrsat dan Daeph;

Undang-gndang I'lomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

sebagaimana telah diubah dengan UndaqS-undang Nomor 2

Tatrun }OLL tentang Perubalren atae $lofslsr 2 Tahu* 2OO8

tentang Partai Politik;

Undang-Undalg Nomor 12 Tahun 2}ll tentalg Pembentukan

Perat uran Perundang-Undangan ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ot4 tentqrp.S MPR,DPR,DPD

dan DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang

perubahan kedaua Atas UndangUrrdang lilomor 17 Tahun 2Ot4

tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;

Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2Ol4 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telatr beberapa k 4 diubatr terakhir

dengan Undapg-Undalg Nomor 9 Tatrun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Taltun 2014

tentang Pemerintatran Daerah;

Undang-Undang Nornor 7 Tatr.trn 2OL7 tentang Pemilihan

Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun ?9I7 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dl; Anggota Dewan

Perwakilan RaIrYat Daeratr;

Peraturan Pemerintsh Nomor 12 Tafuun 2018 tentang Pedoman

Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilal Rat<yat

Daerah;

11. Peraturan Dewan Perwakilan Raliyat Daeratr l(abupaten

Rembang Nomor 1 Tatrun 2OL9 tentang Tata Tertib Dewan

2

2.

3.

4,

5.

6.

7.

8.

9.

10.



I

Perwakilan Rakyat Daerah Krrbupafen Remb'ang;

Menetapkan :

BABI 
J

KETEI{TIJAN UIVruM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Penrakilan Rakyat Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disiflgkat DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur

penyelenggara Pemerintatr Daeratr. 6,

2. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan 3 (tiga) wakil Ketua DPRD

Kabupaten Rembang;

3. Anggota DPRD adalah anggota yang diresmikan keanggotaannya sebagai

arrggota DPRD Kabupaten Rembang daq mengucapkan sumpah/jatii
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

4. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang

yang memiliki tuga* dan fung*i sebagaimana diatur dalan'l'$erahrrart Lnri;

5. Tata Tertib DPRD adalatr peratufan yaflg ditetaplrefi uleh DP"RD yang berlaku

di lingkungan internal DPRD Kabupaten Rembang;

6. Kode etik Dewan Perwakilan Ralryat Daeratr yffiLg selanjutnya disebut kode

etik adalah suatu ketentuan etika prilaktr sebagai aguan kinerja arr,ggota

Dewan Penvakilan Ralryat Daeratr dalam rnelaksa.nakart tugasnya.

7. Pelanggaras adalah perbuatan yang melanggar norlna atau ahrran mengenahi

hal-hal yffigdiwajihkan, dilarang, atau tidali patut.dilakulcan oleh Aaggota,

g. pengadual adalah pemberitatu.lan yang dibuat secara tertulis disertai bukti

awal terhadap suatu tindakan dan/atau peristiwa yang pahrt diduga sebagai

suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota'

9. pengadu adalah anggota Dewan Perwakilan RatVat Daerfl,h, masyarakat baik

secara individual maupun kelorrpok.

10. Teradu adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Ralyat Daerah, Pimpinan alat

kelengkapan, darL a,t:rlt Attggota yarydiadulran"

11. Klarifikasi adalah proses pemerikeaan seoara tatap muka'dan langsung untuk

mengetahui kebenaran atas suatu dugaan pelanggaran tentang kehadiran

,rd',

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN DEWAIII PERWAI{ILASI
KABUPATEN REMBANG TENTANG TATA
KEHORMATAN DETffAN PERWAKILAN
KABUPATEN REMBANG.

fti*rrnr DAERAH
BERACARA BADAN
RAIryAT DAERAH



Anggota dan pelanggaran-pelanggararr lain y{rng raerupakarn pelanggaran

kepatutan.

12. Verifikasi adalatr proses pemeriksaan *ilang kepada para pihak yang

mengetahui tentang dugaaa pelangguran, ffiElalui tetap'1''tt1uka, ldat bukti

lainnya, atau keterangan yang at<an menjelaskan tentang peristiwa.

13. Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan tindakan Untuk mencari dan

menemukan informasi baik berupa bukti maupun kesaksian atas suatu

peristiwa yang diduga sebagai dulaan pelanggaran guna menentukan

pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti.

14. Saksi adalah orang dapat memberikan keterangan guna lrepentingan verifikasi

di sidang badan kehormatan tentang pelaflggarafi yerig dilihat, dislefi'ri, atau

didengar sendiri.

l5.Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tertefltu, yang diperoleh

berdasarkan pendidikan atau pengalamanya.

16. Rapat tsadan Kehormatan adalah rapat yaflg dipimptn Oleh pimpin'an Badan

Kehormatan dan dihadiri oleh anggota Badan Kehormatan guna

rnelaksanakan tugas dan wewenang Badan Lh.hormatan

17. Sidang Badan Kehormatan adalatr proses penye[aikaii dan verifikasi,

terhadap materi pengaduan berdasarkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik

yang dihadiri pengadu, teradu, saksi, atau pihak-pihak lan yang diperlukan

oleh Badan Kehormatan. 
,*,

18. Perangkat Daerah adalatr unsur pembanttr kepala daeratr dan DPRD dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintatran yang menjadi kewenangan Daerah.

19. Afat Bukti adaJa}. sesuatu yangmenyatakan kebenaran sdittu peristiwa-

BAB II

MATERI DAN TATA CARA PENGADUAN

Pasal 2

(1) Badan Kehormatan melakukan tugas dan wewenarrglya terhadap materi

pengaduan yang memenuhi syarat secara materiil dan adtninistratif.

l2l Pengaduan kepada Badan lGhonrratan dapat aisa'mpaitcan oleh Pimpinan,

furggota DPRD, dan MasYafakat.

Pasal 3 
:

Pengad.uan diajukan secara terulis yang memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Identitas Pengadu, dilengkapi identitas i:liri yang sah, meuputi :

1. Nama; 
.

+4r



3. Agama;

+. Jenis Kelamin; 
,,,,

5. Peke-rjaan;

6. Kewarganegaraan;

7. Alamat Lengkap;

8. Nomor telepon/ faksimili/telepon seluler/email (bila ada)

b. Identitas Teradu, metiputi hal-hal sebagai'berililt i ,.^.

1. Nama Lengkap; dan

2. Partai/Fraksi.

c. Uraian Peristiwa yang diduga pelanggaran, meliputi uraian singkat falrta

perbuatan yang dilakukan teradu dengan kejelasan mengenahi tempat dan

waktu terjadinya disertai bukti awal.

'Pasal 4 
tj

Pengaduan sebagaimanai dimaksud dalam Pasal 3 ytrLg diaiulen, w4iib

ditandatangani Iangsung oleh pengadu. E

Pasal 5

pelalggaran yar,1g tidak memerlukan pengaduan berupa :ilelanggaran atas

kettdakhadiran anggota DPRD yffrgmenjadikan'4ifban. .:r;o

TATA CARA PBNGAJUAN PENGADUAN'

Pasal 6

(1) pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) disampail€n secara tertulis

kepada pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan

tembusan kepada Badan Kehormatan.

lill pirnpinan DPRD wajib rrenyampaikan pengadtran sebagaimana dirrrakeud

pada ayat (u kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dinirt s.rd pada ayat (2) pimpinan
ri'

DPRD tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan kehormatan, Badan

Kehormatan menindaklanj ud pengadu'an tefsebut.

(4) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas

pirnp,inan DPRD tidak menemslran pengaduan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kePada Badan Kehormatan

. rf,ri



Pasal 7

(1) Setelah menerima pengaduarr, Badan Kehormaian wajib melakukan verifikasi
kelengkapan administrasi dan alat bukti yang mendirkundbengaAuan,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, seku.r€rng-krmangnya berupa :'

a. Bukti diri Pengadu yaitu ' ii)

1. Surat resrni dari lernbaga/orgsnisasi masTa"a&at dalam hal Pengadu

adalah l€rhbaga / ofgaleisast itlasf&f'6ke$

2. Foto kopi identitas diri berupa KTP dalam hal Pengad.u adalah

masyarakat perorangan Warga Negara Indonesia;

b. Bukti surat atau tulisan yan6 berkaitan dengan alasan pengaduan;

c. Bila diperlukan pengadu dapat mengajukan daftar calon saksi disertai

pernyataan singkat tentang hal-hal yang akan diterapkan terkait dengan

alasan pengaduan, serta pernyataan bersedia menghadiri persidangan,

dalam hal Pengadu, bermaksud meqg4jukan saksi;

d. Daftar bukti-bukti lain yarg dapat berupa informasi yang terkait dengan

alasan pengaduan

(21 Untuk melakukan verifikasi terhadap unsur administratif dan materi

pengaduan, Badan Kehormatan dibantu oleh sekretariat.

(3) Dala.m hal pengaduan telatr dinyatakan lengkap secara administrasi dan

tnenlenuhi ketentuan Tata Tertib sarta Kode ESk, pengdtuan diterirna oleh

Sekretariat dan kepada pengadu diajukan dalam rapat Badan Kehormatan-

(4) Dalam hal pengaduan belum lengkap, Badan Kehormatarl melalui sekretariat

memberitahukan kepada pengadu tentang kekurangleng[<apan pengad-uan,

dan pengadu diminta melengfuapi pengaduan dalam waktu paling lama 7

(tr{iuh} hari.kerja sejak diterimarrya surat pemberitahuan kekuranglengkapan

pengaduan.

(S) Apabitra kelengkapan pengaduan sehgaimana dirnalcsrd pada ayat {4} tidak

dipenuhi, pengaduan tidak diregistrasi dala:n buku regrster'

(6) pengad.uan yang dinyatakan tidak diterima dan setelatr jangka waktu

sebagaimala dimaksud pada ayat (5) ddak dipenuhi, tidak dapat diajukan

kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru'

(71 Fengaduan diajukan tanpa dibebani biaya'

Pasal 8

pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 g'ug.ur apabila :

a. Teradu meninggal durria;

!:r



b. Teradu telah mengundutkan diri; atau i.

c. Ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaktr/dicabut;
_1' '

Pasal 9

Badan Kehormatan wajib meratrasiakan pengadu'an terutama identitas teradu
sampai dengan perkara putus.

Pasatr 1O

Apabila diperlukan, Badan Kehormatan dapat raeminta kepad1 penegak hukum
untuk memberikan perlindungan keamanan kepada pengadu.

BAB III a.

REGRISTRASI PENGADUAN, PENJADITTAI,AN RAP'AT DAN
PANGGILAI\I DINAS

Pasal 11

(1) Pengaduan yang sudah lengkap dan rnernenuhi persyaratan dicatat dalam

buku registrasi perkara etik dan diberi nomor perkara;

(21 Badan Kehormatan menyampaikan salinan surat perryaduan kepada Teradu

dengan disertai nomor perkara selambatslambatnya 1* (empat belas) hari

dengan surat resmi.

(3) Materi pengaduan yang secara administrasi telah diregistrasi, tidak dapat

ditarik kembatri kecuali Badan Kehorr-natan meneRt rkan lhin.

(4) Untuk melengkapi pengaduan, rapat Badan Kehormatan dapat mengundang

Pengadu guna menyampaikan permasalahan yang diadukan.

Pasa1 12

Dalam hal materi dan data bukti awal dinyatattan 'tengkap dalam rapat

Badan Kehormatan, materi pengaduan disa:npaikan kepada pengadu dan

pimpinan fraksi teradtr dengan surat resmi paling la*rbat 14 (empat belas)

hari ke{a sejak materi'aduan dinyatakan lengkap' ' r"l'

Apabila alat bukti tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data

pelengkapnya sampai batas waktu yang ditetapkan dalam rapat.

Apabila data tambahan sudah diperoleh, rapat Badan Kehormatan

menjadwalkan langkalr selar$uthya sesUai ketentuag yarlg'berlaku:

Fimpinan Fraksi teradu sebagaimana dimaksud pada, ayat (1) wajib

rnerahasiakan pengaduan sarnpa:i deng*n per'kara dipa*tus.

,;i,

(1)

{21

(3)

(4)
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Fasel 13

Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hasfl'sidang peftama dalam jangka

waktu 14 (empat belas) hari kerja terhihrng sejak materi aduacl disampaikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal I2'ayat (1): :.

Pasal 14

(1) Bedffi Kehontlatan ffieayafiBeiken sufet BengBUft St{lAtlg $eee.fe pAtflt den

resmi kepada Teradu dengan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Teradu

paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Badan Kehonnatan.

(21 Teradu dipanggil oleh Badan Kehormata.n apabila data-data aduanrrya sudah

lengkap.

(3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3

(tiga) kali.

(4) Teradu d4pat tidak memenuhi panggilan Sidang sebagc,imana dimaksud

pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara

intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

(5) Teradu tidak dapat memenuhi pang.gilan Sidang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikarei"k* tugas Negara dengagr dibuktikan surat Keputusan

Pimpinan DPRD. if

(6) Apabita teradu tidak memenuhi panggilan se{cara patut sebany'alr 3 {tiga} kali

berturut-turut, maka Badan Kehormatan bennrenang rpelakllkan verifikasi

tanpa kehadiran teradu.

BAB tV

VERIFII(ASI

Bagian Kesaflr
$idang Verifrkaei

Pasal 15

Badan Kehormatan melakukan verifikasi dalam Sidang yang bersifat tertutup.

Pasal 16

tsadan Kehormatan wajib merq'aga ketatrasiaan lrrformasi yang dipercileh dalam

sidang verilikasi
Pasal 17

(1) Tei,aelu \,eajib hadir scltdifi deri tiitak aepet ffiehguasaEaa kepede pihek leiri

dalamsetiaptahapSidarrgverilikasiBadarrKehorrratarr.rl
8



(21 Dalam hal Teradu tidak menghadiri pahggilafl sidang verifikasi dengan
alasan sakit dan tugas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
larna 3 (tiga) bulan terhitung sejak panggilaa pertcma oeeara pattrt dan
resmi.

(3) Apabila jangka wakhr penundaan sebag'dmana dimatcsud pada ayat t2l
terlampaui, Badan Kehormatan dapat melakukan verifikasi tanpa kehadiran
Teradu.

Pasal 18

Sidang veri{ikasi sebagaimana dimaksud dalam Paeal 15 meliputi:
a. verifikasi pokok pengaduan;

b. pemeriksaan alat bukti; dan

c. pembelaan teradu.

Bagian Kedua
Pembuktian

Pasal 19

(1) Pengadu mengajukan alat bukti unttrk membuktikan kebenaran

Pengaduannya.

(2) Teradu berhak meng4iukan kontra atat bukti tethadap 
'pengaduan 

yang

di4jukan Pengadu.

(3) Badan Kehornratan dapet merninta elat bukti lain kepada pihak ketiga.

' Pasal'20

Alat bukti ytrLgdipakai dalam sidang verifikasi Badan Kehormatan meliputi:

a. Keterangan saksi;

b. Keterangan Ahli;

c. Surat;

d. Data atau informasi yang dapat di[hat, dibaca dan/atau*didensarkan yang

dapat illlr€luarkan dcrlgatl ate{t tafipa benffigfl Buefli gel€f:ta, bHilt veng

tertuang diatas kertas, benda {isik apapun selain kertas, maupun yang

terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar,

peta rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yafrg dimiliki

merkna; dan /atau
e. Keterangan Pengadu dan Teradu. l

Pasal 21

(1) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2O humf a, dapat

disampaikan oleh Saksi yang diqiukan:
9



a. Pengadu;

b. Teradu; dan/atau

c. Badan Kehormatan.

(21 Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11 dipanggil oleh Badan

Kehormatan untuk memberikan keterangan di sidang verifikasi Badan

Kehormatan.

(3) Panggilan sebagimana dimaksud pada ryat (21 dibuat secara tertulis dan

harus sudah diterima oleh Saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang

verilikasi Badan Kehormatan.

Pasal 22 ,.'

(1) Verifikasi Saksi meliputi:

a. identitas Saksi; dart

b. pengetahuan Saksi tentang rnateri perkara yarlg diuerilikasi.

(21 Identitas Saksi sebagaimana dimaksud.pada ayat (lt huruf a meliputi:

a. Nama lengkaP;

b. Tempat tanggal lahir/umur;

c. Jenis kelamin; , '

d. Peketjaan; dan

e. Alamat/domisili.
Pasal 23

(1) Keterangan Atrli sebagaimana dimaksud datarir Pasal 2O hurtrf b, dapat

disampaikan oleh Ahli yang diajukan:

a. Pengadu;

b. T€radu; dan/atat"i

c. Badan Kehormatan.

(2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh,,Badan Kehormatan

untuk memberikan keterangan di sidang verifikasi Badan Kehormatan.

(3) panggilan sebagaimana dimaksud pada ayart f,,z\disampatkan seca-ra teftulis

dan harus sudah diterima oleh Ahli paling lambat 3 (tiga) hari sebel'um

sidang veri{ikaei Badan Ke}rormatan

Pasal 24

(1) Verifika.si AhU meliPuti :

:a. Identitas Ahli; dan

10
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b. Pengetahuan Ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang

diperiksa atau alat bukti surat dan data informasi sebagaimana

dimakeud dalam Pasal 2O hunrf e dan hurtrf d.
(21 Identitas Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat {1f huruf a meliputi:

a. Nama lengkap;

b. Tempat, tanggal lahir/umur;

c. Jenis kelamin;

d. Pekerjaan;

e. Alamat/domisili; dan

f: Keahlian.

(3) Pengetatruan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat tl) huruf b, didasarkan

pada pendidikan dan pengalamannya

Pasal 25 
:

Alat bukti surat sebagaimLa dimaltsud dalam Pes{il 20 hUiuf c*.yafl8 berupa foto

copy harus dibubuhi materai dan harus dapat dicocokkan dengan surat aslinya.

Pasal 26

(1) Alat bukti data atau informasi elektronik sebagairiana dirrraksud dalarn Pasal

20 huruf d, dapat diperoleh dari:

a. Pengadu;

b. Teradu; dan/atau

c. Sumber lain yang dapat dipertanggungiawabkan.

(21 Untuk menentukan kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Badan Kehormatan dapat meminta keterangan Ahli.

Pasal 27

Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e disampaikan secara

lisan pada sidang verifikasi Badan Kehormatan 
,

Pasal 28

(1) Badan Kehormatan menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam verifikasi

dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat

bukti yang lain.

(21 Badan Kehormatan menentukan satr atau tidaknya alat bukti sebagaimana

dimaksud dalarn Pasat 2O'

11



Pasal 29 ' 
,

Pembuktian menjadi dasar pengambilan keputtrsan pada Sidang verifikasi Badan

Kehormatan

Bagian Ketiga
Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehor:natan

Pasa1 3O

(1) Pimpinan dan Anggota,Badan Kehormatan di dalam rmelatrsanat<an hrgas dan

kewajibannya harus mematui peraturan tata beracara ini. '

(21 Apabila ada. Pengaduan tentarry dugaerr pelanggaran .i"lr- pelaksanaan

sidang veri{ikasi sebagaimana diatur dalam tata beracare ini dilakukan oleh

Pimpinan dan/atau Anggota berdasarkan hasil Rapat Badan Kehormatan.

(3) Apabila materi adufn tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data

pelengkapnya sampai batas walctu yang ditentukan dalam Rapat.

(4) Setelah menerima pemberitatruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2]',

Pimpinan DPRD meminta kepada Pimpinan Fraksi Teradu untuk mengganti

aernentara waktu Pimpinan dan /atau Anggpta Badan l{ehormatan yang

dilaporkan dari keanrggotaan Badan Kehormatan. 
r

(5) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan digantikan

sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (41, keanggotaarlrlya

pada Badan Kehormatan digantikan oleh Anggota DPRD dari Fraksinya.

Bagian Keempat
Pembelaan

Fasal 32

(f) Pengadu dapat mengeniukakan pembelaan berdasarkan' bukti dihadapan

sidang verifikasi Badan Kehormatan. ''r

(21 Teradu dapat mengemukakan pembelaan hrdasarkan bukti dihadapan

Sidang vorifilid.si Baddfl Kehdfflrefleri.

(3) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada lya! (1) dan ayat (21 disampaikan
sendiri dan tidak dapat dikuasakan pada pihak lain.

BAB V

KEPUTUSAIi[

Pasal 33

Badan Kehormatan sebelum mengambil keputusan, melakukan verifikasi terlebih

dahulu terhadaP:

L2



a. Risalah atau transkip rekamanrRapat dan/atau sidang virifikasi; darl
b. Pendapat etik seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Kehorrnatan.

'. Pasal 34

Rapat pengambilan keputusan Badan Kehorrnatan didasarkan atas:

a. Asas kepatutan;

b. Fakta-fakta dalam hasil sidang verifikasi;

c. Fakta-fakta dalam pembuktian;

d. Fakta-fakta dalam pembelaan; dan

e. Tata Tertib dan Kode Etik.

Pasal 35

(1) Keputusan atas perkara yang diverifikasi dtambil dalam Rapat Badan

Kehormatan. i'

(21 Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh sekurang-

kurangny a 2 / 3 Anggota Badan Kehormatan

(3) Dalam hal jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tidak

terpenuhi, Rapat ditunda palmg banyak 2 (dua) kali den[hn tenggang waktu

masing-masing tidak lebih da;I- 24 (dua puluh empat )jam.
(4) Setelah 2 (dua) kali penundaan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

belum juga tereap*L, eara penyel,esaiarrya direr.ahkan kepada Pimpinan

DPRD.

Pasal 36

(1) Pengambilan keputusan dalarn Rapat Badan Kehormatan diambil deng_an

cara musyewarah untuk mencapai mufakat . 
:

(21 Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak terpenuhi, kepuhrsan diarnbil berdasarkan suara terbarryak.

Pasal 37

Setiap Keputusan Badan Kehormatan han.s memuat

a. Identitas Teradu;

b. Ringkasan Pengaduan;

c. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap ddam Sidan! verifikasi;

d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungliap delam pembilktian;

e. Peftimbeul$ari terhadep fekta yeflg tefuagEep 6eHffi peffibeleAlii
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f. Pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar'keputusan;
g. Amar putusan;

h. Hari dan tanggal keputusan ; dan

i. Nama dan tanda tangan Pimpinan Badan Kehormatan.
L

Pasal 38

Keputusan sidang Badan Kehormatan bersifat final dan mengkat.

Pasal 39' 
i

(1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h berbunyi:

a. Menyatakan teradu tidak terbukti melanggarl atau

b. Menyatakan Teradu terbukti rnelanggar.

(21 Dalam hal Teradu tidak terbukti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a,

keputusan dapat disertai rehabilitaei kepada ?eradu; xs'

(3) Dalahx hal Tet'adu tefbukri sebegatruefie dlffiekgud pe6e ayet (1) Llut''uf b,

keputusan disertai dengan sanksi kepada Teradu bertrpa:

a. teguran lisan; , .'\ , .t

b. teguran tertulis;

c. pemindahan keanggotaan di AIat Kelengkapan DPRD;

d. pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat

Kelengkapan DPRD; atau

e. pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

BAB VI

PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Pasal 4O I

(1) Badan Kehormatan menyampaikan rehabilitasi sebagaimana dimaksud

dalam pasal 39 ayat (2) kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada

pimpinan Fraksi yangbersang[<utan; selambat-lambratrrya:S (lirna] hari kerja

sejak tanggal ditetapkan keputusan ini'

(21 Rehabilitasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diumurnkan dalam Rapat

paripurna DPRD ydptg peftAflia sejel{ Attefiffiefiye KCPtrtUSe$ Beaefi

Kehormatan oleh PimPinan DPRD'

(3) Rehabilitasi sebagaimqna dimaksud pada ayat (1) dibagikal kepada seluruh

Anggota DPRD.
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Pasal 4t

Sanksi berupa teguran lesan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3)

huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada Teradu dalam Rapat Badan

Kehorrnatan, selambat-lambatnya 5 (lirna) hari kelja sejalc.tanggal ditetapkannya
keputusan.

PassJ 42

(1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagairnana dirnalcsud dalarn Pasal 39 ayat

(3) huruf b disampuifo oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD

dan Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersanglortan, selarnbat-larnbatnya

5 (lima) hari keda sejak tanggel ditetapkannya Keputusari.

(21 Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) kepada Anggota DPRD yang bersanglmtan selambat-lambatnya

7 (tujuh) hari kerja sejal< tanggal diterimanya Kepuhrsan dari Badan

Kehormatan.

Pasa143 '|{"

Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan

Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3)

huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan

ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Anffi,o-ta DPRD yang bersangkutan

selambat.lambatnya 5 (lima ) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya

Keputusan. I'-

Pemberhentian sebagaimana dimatrrsud pada ayat (1) dibaeakan dalam Rapat

Paripurna DPRD yang pertama s-ejal( diterimarrya Kepuhrsan Badan

Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 44

Sanksi berupa perrberhentian sebagai Anggota DpRO sebagaimaira

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf e disa:npaikan oleh Badan

Kehorrnatan kepada,.Pimpinan DPRD dan ditembuekan kepada Pirnpinan

Fraksi DPRD yang bersangkutan sela:rrbat-1a:rrbatnya 5 (limal hari ke{a

sejak tanggal ditetapkannya Keputusan'

Pemberhentian sebagaimafla dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat

Paripurna DPRD yang pertama sedak diterimanya i KePutusan Badan

Kehormatan oleh PimPinan DPRD'

(1)

(21

(1)

(21
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(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud

Keputusan Gubernur.

,'il'

pada ayat (1) disampaikan dengan
:ll

Pasal 45

Sanksi atas pelanggaran ketidakhadiran Anggota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, diputuskan dalam Rapat Badan Kehormatan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasa1 46

Dengan ditetapkannya Peraturan DPBD l&bupat*n Remhang tentang Tarr-

Beracara Badaa Kehormatan ini, maka Perafirran DPRD Kabupaten Rembang

Nomor 3 Tatrun 2015 tentang tentang Tata Beracara Pelaksar,raan T\rgas

wewenang Badan Kehormatan di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47
li

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundarrykan. ' 'rt

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintatrkan pengundangarl Peraturan

DPRD Kabupaten Rembang ini dengan peneppatannya dtrlam Berita Daeratr

Kabupaten Rembang

i

Ditetapkan di Rernbang

18 Oktober 2O19

//s7
al <

ii2-\
i."+th;#l#

Diundangkan di Rembang,pada tanggal E-"tilef

KAIVIIL MZ

? 2019

SEKRET
KABUPAT

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2OL9 NOMOR./44.



Lampiran I : PERATLJRAIiI DPRD KAB. REMBANG
Nomor : Tabun20l9

EHm'"*,",;*Lo#lT33lfu ,*

DEWA}T PERWAKILAI.I RAKYAT DAERATI KABI,PATEN REMBA}IG
.I1. Diponegoro No.88 Telp (0295)691 I94 Fax (0295') 6,?290

e-marl : sotwafl rembangkab@go.id
REMB ANG

TANDA TERIMA PENGADUAI.I
Nomor: I 12fr 

ri

Pada hari ini ....................., tanggol , Bulan................Tahun "wlB
telah diterima pengaduan dari sdr/sdri :

Narna

Tempat / Tanggal Lahir

Pekerjaan

Alamat Kantor

Alamat Tinggal

Uraian Pengaduan

Yang menerima Yangmenyerahkan

t7



Lampimn tL, PERAEJRA.I,I DPBD KJB. BEMBANC
Nomor : Tahun 2019
Tanggal : 18 Oktober2}tg
Contoh Format Tanda Terima pengaduan

DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
Jl. Diponegoro No.88 Tetp (0295)691194 falr (0295) 693290

e-mail : setwan rembangkab@go.id
REMB AN G

BERITA ACARA PENIERATIAN ALAT BIJKTI
Nomor:

1, Pada hari ini ..., tanggal , Bulan....,...........Ta1nrn................, kanri yangbertanda
tangan dibawah ini :

Nama
Jabatan
AIamat

2. Nama
Jabatan
NIP

Ysr:g me.nerima spl.aqiffiy+ disebut P,EIAK KEDUA

Menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyemhkan kepada
PIHAK KEDUA berupa :

7

Yang rnenyerahkan silarliutnya disebut s'ebagpi PIFIAK PERTAI\rIA

Yang menyerakhan
PIHAK PERTAI\44

8.....................r....,i,......
9................
10..............

Demikian Berita Acara ini kami buat dalam rangkap 2 (dua) untuk digunakan gebagaimana mestinya.

Yang,menerima
PIHAK KEDUA

18
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Lampiran III: PEMTURAN DPRD KAB. REIvtsANG
Nomor : Tahue2019
Tanggal : 18 Oktober 2019
Cortoh Format Tglda T€rima Peryaduar

DEWAN PERWAKILAhI RAKYAT DAERA}I KABUPATEN REMBANG
Jl. Diponegoro No.88 Telp (0295)69ll94Fax (0295) 693290

e-mail : setvmn rembangkab@go.id
REMB ANG

KEPUTUSA]iI BADAN KETIORT{ATAN
DEWAI.I PERWAKILAN RAKYAT DAERAII KABI'PATEI.I REMBA}IG

Nonror........ TAI{UN

TENTANG

.....,.:.!r......'...r.!ar!r.f!!.;..irirr?ii!:.iirrrir.ii!lrr,l:iriltrriiirrrllri

.................[,,r

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII KABTJPATEN REMBANG

Membaca

Menimbang

Mengingat :

Menetapkan

PERTAIV{A

KEDUA

Ditotaplon di Rembang,
Pada tanggal Tanggal, Bulan , Tahun

BADAN KBHORIdATAI{
KETUA DPRD IGBIJPATET,T REMBANO

(Nama Tanpa Gelar danPaqeka0
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Lampilan IV : PERATURA,N DPRD KAB. R.E}I/BAI,{G
Nomor : Tahun 2019
Tanggal : 18 Oktober 2019
Cor$oh forsrat Br*ll Rogi$ea,$i Perls,ra

BUKUREGIS.I-KA*SIPER,KARA

NO. TANiGGAL
LAPORA}I

NAI\4A
PELAPOR

ISI
LAPORA}{

PENERIMA
LAPORA}T KETERA}.IGAN
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